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Abstrak
Dalam penanganan penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia memberikan bantuan sosial kepada mayarakat
yang terkena dampak COVID-19 melalui Kementerian Sosial salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan
berupa bahan pangan pokok yaitu beras yang disalurkan melalui salah satu BUMN di bidang pangan yaitu Perum
BULOG. Pada pelaksanaan penyaluran bantuan ditemukan adanya laporan terkait beras yang telah disalurkan
dalam kondisi kurang berkualitas dan tercampur material lain yang dikhawatirkan berdampak pada orang yang
mengkonsumsi beras tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang-undang melindungi
masyarakat sebagai penerima bantuan, dan bagaimana bentuk tanggung jawab Perum BULOG sebagai penyalur
beras tersebut apabila memang benar ditemukan adanya beras yang tidak berkualitas dan bercampu dengan
material berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, bantuan pangan, pandemik COVID-19

Abstract

In handling the spread of COVID-19, the Indonesian government provides social assistance to communities affected by COVID-19
through the Ministry of Social Affairs, one of which is by providing assistance in the form of staple food, namely rice which is
distributed through one of the BUMNs in the food sector, namely Perum BULOG. In the implementation of the distribution of aid,
it was found that there were reports related to rice that had been distributed in poor quality and was mixed with other materials which
were feared to have an impact on the people who consumed the rice. The research aims to find out how the law protects the community
as aid recipients, and what form of the responsibility of Perum BULOG as the distributor of the rice if it is true that unqualified rice
is found and is mixed with materials harmful to health if consumed..
Keywords: Legal protection, food aid, COVID-19 pandemic

I. PENDAHULUAN
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di berbagai
wilayah memaksa agar orang - orang berhenti melakukan kegiatan diluar rumah, dan kegiatan
yang bukan merupakan kegiatan vital seperti distribusi pangan, dan tenaga medis terpaksa
berhenti untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Pemberlakuan PSBB menyebabkan
banyak perusahaan tidak memiliki income karena tidak dapat beroperasi sehingga tidak dapat
membayar upah karyawannya, hal tersebut menyebabkan banyaknya pegawai yang dirumahkan
sehingga berujung pada turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah tetap
memperhitungkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, salah satunya adalah melalui
Kementerian Sosial yang meluncurkan program sembako sebagai jaring pengaman sosial untuk
masyarakat. Program Sembako ini sendiri merupakan program Kementerian Sosial dengan
nama sebelumnya adalah BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan sudah berubah dari awal
tahun 2020. Pemerintah menyiapkan instrumen fiskal senilai Rp10 triliun, dimana
Kementerian Sosial mendapat Rp.4,56 triliun. Penyaluran program sembako dengan target
15,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Kementerian sosial, yang biasanya
Rp.150.000 rupiah mulai bulan Maret hingga Desember 2020 mendapat penambahan nominal
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bantuan menjadi Rp.200.000 rupiah bagi KPM setiap bulannya.1 Selain itu, pemerintah juga
memperluas jangkauan program sembako bagi 4,8 juta keluarga, setiap keluarga penerima
manfaat menerima bantuan sebesar 200 ribu rupiah setiap bulan, terhitung sejak April hingga
Desember 2020. Dalam hal bantuan pangan Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan
salah satu BUMN di bidang pangan yaitu Perum BULOG untuk menyalurkan bantuan berupa
komoditas beras sebanyak 15 Kg per bulan 2 dengan jumlah penerima sebanyak 10 juta
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) selama 3 bulan
alokasi yaitu bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2020.3 Diharapkan dengan adanya
kebijakan itu, masyarakat mampu bertahan dan tetap dapat hidup sehat di tengah wabah
covid-19. Kebijakan ini ditempuh karena diperkirakan dampak dari penyakit yang disebabkan
virus corona itu cukup serius, yakni dikhawatirkan menimbulkan perlambatan perekonomian
Indonesia.
Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tersebut terdapat beberapa kendala yang
terjadi dilapangan, seperti distribusi yang belum merata dan yang paling krusial adalah
mengenai kualitas beras bantuan yang dinilai oleh sebagian masyarakat tidak layak konsumsi
dan berkualitas kurang baik seperti berwarna dan berbau seperti yang terjadi di Ogan
Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, 4 ditemukan adanya beras bantuan sosial yang
bercampur dengan biji plastik di wilayah Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Jawa
Barat. 5 Beras yang tidak berkualitas ataupun rusak dikhawatirkan telah terjadi penurunan
kandungan gizi di dalamnya, dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat
yang mengkonsumsinya.
Masyarakat seharusnya menerima beras yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang
ditetapkan oleh pemerintah yaitu beras medium dengan kualitas baik. Dengan beras yang
diterima tidak sesuai dengan kualitas yang tentukan maka hal tersebut merugikan masyarakat
sebagai penerima bantuan, namun menurut penjelasan dari sekretaris perusahaan Perum
BULOG sebagai penyalur beras bantuan sosial menjelaskan bahwa terhadap beras bantuan
sosial yang disalurkan telah melalui Quality Control terlebih dahulu di gudang sebelum
disalurkan oleh pihak pengangkut/transporter6, dan terhadap beras bansos yang berkualitas
rendah tersebut telah diganti oleh Perum BULOG dengan beras yang berkualitas.7
1 Puspensos,
Program Sembako Untuk Msyarakat Rentan Hadapi Pandemi COVID-19,
https://puspensos.kemsos.go.id/program-sembako-untuk-masyarakat-rentan-hadapi-pandemi-covid-19, diakses
pada 22 November 2020
2
Bisnis.com,
Kemensos
Gandeng
BULOG
salurkan
bansos
beras,
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200902/12/1286302/kemensos-gandeng-bulog-salurkan-bansos-beras
,
diakses pada 6 Oktober 2020
3
Kemenko
PMK,
Pemerintah
siapkan
bansos
beras
dan
bansos
uang
tunai, https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-siapkan-bansos-beras-dan-bansos-uang-tunai. diakses pada 7
Oktober 2020.
4 Suara.com,
beras bansos di OKU tak layak konsumsi, warga: layaknya makanan hewan ,
https://www.suara.com/news/2020/05/28/051754/beras-bansos-di-oku-tak-layak-konsumsi-warga-layaknyamakanan-hewan , diakses pada 7 Oktober 2020
5 Kompas.com,
Kasus Beras Bansos campur biji plastik di Cianjur dinilai rawan politisasi,
https://regional.kompas.com/read/2020/09/25/09213311/kasus-beras-bansos-campur-biji-plastik-di-cianjurdinilai-rawan-politisasi, diakses pada 11 Oktober 2020
6
CNN
Indonesia,
BULOG Pastikan Kualitas Beras Program Bansos Terbaik
,
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200923101601-97-549746/bulog-pastikan-kualitas-beras-programbansos-terbaik, diakses pada 13 Oktober 2020
7 Kompas.com,
Ada Temuan Beras Bansos Tak Layak Konsumsi, Apa Kata Buwas?
https://money.kompas.com/read/2020/06/23/140800826/ada-temuan-beras-bansos-tak-layak-konsumsi-apakata-buwas- , diakses pada 13 Oktober 2020
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Bagi masyarakat yang menerima bantuan apabila kita mengacu kepada UUPK maka
dapat dikategorikan sebagai konsumen apabila beras bantuan yang diterima tidak untuk
diperdagangkan kembali. Bertolak dari hal tersebut maka masyarakat tersebut mendapatkan
perlindungan hukum sebagai konsumen jika beras yang mereka terima tidak layak konsumsi
dan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima.
Berdasarkan uraian diatas, maka artikel ini akan menguraikan tentang bentuk
perlindungan konsumen terhadap masyarakat penerima beras bantuan sosial yang tidak
berkualitas menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 dan bentuk tanggung jawab Perum BULOG
sebagai produsen beras bantuan sosial kepada masyarakat penerima bantuan terkait adanya
beras yang tidak berkualitas.
II. PEMBAHASAN
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha
Pengertian dari konsumen itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen (untuk selanjutnya disebut “UUPK”) dalam Pasal 1 ayat (2) adalah “konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan”. Istilah “pemakai” yang dimaksud adalah konsumen akhir (ultimate consumer)
sesuai dengan kata-kata “tidak untuk diperdagangkan”, istilah ini menunjukkan barang
dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta merupakan hasil dari transaksi jual-beli, dalam
artian konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan membayar uang untuk
memperoleh barang dan/atau jasa tersebut, dengan kata lain hubungan hukum antara
konsumen dan pelaku usaha tidak harus bersifat kontraktual (the privity of contract), yang penting
adalah terjadinya transaksi konsumen (consumer transaction) berupa peralihan barang dan/atau
jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. Berdasarkan penjelasan tersebut
maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menerima bantuan sosial berupa beras dari
pemerintah termasuk kedalam kategori sebagai konsumen karena masyarakat yang menerima
beras bantuan dari pemerintah menggunakan beras tersebut untuk konsumsi pribadi dan tidak
untuk diperjualbelikan.
Dalam proses penyaluran beras bantuan sosial, kementerian Sosial bekerja sama
dengan Perum BULOG sebagai penyedia komoditi, maka dalam hal ini Perum BULOG
dianggap sebagai pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK adalah
“….setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukankan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi”. Apabila diperhatikan dengan seksama, terdapat indikasi bahwa
UUPK mencoba untuk tidak menggunakan kata “produsen”, namun dipilih untuk
menggunakan istilah “pelaku usaha” yang memiliki arti lebih luas. Kata “Pelaku Usaha” dapat
diartikan sebagai kreditur, produsen, penyalur, penjual dan terminology lainnya.
2. Hak-Hak Konsumen
Masyarakat yang menerima bantuan sosial berupa beras dalam hal ini memiliki hak-hak
sebagai konsumen, adapun hak-hak konsumen secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (tiga)
prinsip, yaitu:
1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik personal maupun
kerugian harta kekayaan;
2) Hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar; dan
3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.
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Menurut Ahmad Miru salah satu dari sepuluh hak-hak dasar konsumen adalah “hak
untuk mendapatkan ganti rugi”,8 maka masyarakat seharusnya berhak mendapatkan ganti rugi
jika produk yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka terima. Masih menurut
Ahmad Miru juga terdapat hak dasar lainnya yaitu “Hak untuk mendapatkan barang sesuai
dengan nilai tukar yang diberikannya”, dalam hal ini walaupun masyarakat tidak mengeluarkan
sejumlah uang secara pribadi untuk mendapatkan beras tersebut namun pemerintah sebagai
pihak yang memberikan beras tersebut memberikan sejumlah uang kepada Perum BULOG
untuk menyalurkan bantuan berupa beras dengan spesifikasi tertentu kepada masyarakat yang
berhak menerimanya.
3. Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen
Hubungan antara masyarakat dan juga Perum BULOG selaku pelaku usaha
merupakan hubungan tidak langsung. Meskipun antara masyarakat dan Perum BULOG
tidak terikat dalam suatu perjanjian secara langsung, namun, masyarakat sebagai konsumen
apabila merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha tersebut dengan
alasan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam hukum perikatan, tidak hanya perjanjian
yang melahirkan perikatan, namun Undang-Undang juga merupakan sumber lain timbulnya
suatu perikatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu “tiap perbuatan
melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Pada dasarnya UUPK menggunakan prinsip semi-strict liability 9 , hal tersebut terlihat
dalam Pasal 19 Bab VI UUPK tentang Tanggung Jawab pelaku usaha yaitu walaupun pelaku
usaha bertanggung jawab ganti rugi atas produk yang diperdagangkannya, namun masih
terdapat batasan-batasan terhadap ganti rugi yang akan diberikan oleh pelaku usaha jika barang
yang dihasilkannya menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan penerapan strict liability,
pelaku usaha pembuat atau penyalur produk tersebut dianggap bersalah atas terjadinya
kerugian pada konsumen saat konsumen mengkonsumsi produk tersebut (liability without fault)
kecuali apabila ia dapat membuktikan sebaliknya. Doktrin ini merupakan perluasan dari
tanggung jawab perbuatan melawan hukum.10
Strict liability sering diidentikkan dengan absolute liability, kendati demikian para ahli
membedakan kedua terminology tersebut. Strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang
menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualianpengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, seperti keadaan force
majerure. Namun Sebaliknya pada absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan
dan tidak ada pengecualiannya. Kemudian pada strict liability harus terdapat hubungan
kausalitas, sedangkan pada absolute liability tidak harus ada hubungan kausalitas. Maksudnya
adalah pada absolute liability dapat saja pelaku usaha diminta pertanggung jawaban bukan karena
kesalahannya seperti pada kasus terjadinya bencana alam.11
Dengan menggunakan prinsip Strict Liability sebagai dasar pertanggungjawaban maka
konsumen tidak diwajibkan membuktikan kesalahan pelaku usaha. Dasar pertanggung jawaban
8 Ahmad Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press,
2011), hal. 104
9 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 8, (Sinar Grafika: Jakarta, 2019), hal. 108
10 AZ. Nasution, S.H., Hukum Perlindungan Konsumen Suat Pengantar, Cet. 2, (Diadit media: Jakarta, 2002),
hal. 247
11 Ibid., hal 96
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bukan lagi kesalahan melainkan sebagai resiko dari usahanya. Sedangkan pelaku usaha harus
dapat membuktikan bahwa dia telah melakukan proses produksi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam berproduksi.12
5. Tanggung Jawab Produk Cacat
Salah satu definisi dari suatu produk dapat dikatakan cacat adalah cacat produk / cacat
manufaktur, yaitu keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan
konsumen, atau dapat pula cacat itu demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta
bendanya, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen.13 Dalam hal pemberian beras bantuan sosial
pemerintah apabila memang benar ternyata terbukti beras bantuan yang diterima oleh
masyarakat tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya diberikan dan/atau dapat
membahayakan jiwa orang yang mengkonsumsi karena terkontaminasi oleh unsur-unsur lain
yang seharusnya tidak ada maka dapat dikatakan bahwa beras tersebut merupakan produk yang
cacat.
6. Beban Pembuktian
Sebagai konsumen, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang proses
pengolahan dari beras bantuan yang diberikan oleh pemerintah, maka berat bagi masyarakat
untuk dapat membuktikan apabila terdapat kecacatan produk pada beras bantuan yang telah
diterima dari pemerintah melalui Perum BULOG. Berdasarkan hal tersebut adalah hal yang
wajar jika penyalur dalam hal ini Perum BULOG diberikan beban pembuktian apakah benar
telah terdapat kecacatan pada beras yang disalurkannya kepada masyarakat dan dapat
berpotensi menimbulkan kerugian, cacat tubuh atau bahkan kematian jika dikonsumsi oleh
masyarakat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 28 UUPK menyangkut pelanggaran
terhadap Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 UUPK.
Meskipun UUPK dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen, bukan berarti
kepentingan pelaku usaha tidak diperhatikan, pelaku usaha dapat melakukan pembelaan diri
dengan pembuktian terbalik. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 19 ayat (5) UUPK yang
menjelaskan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila
pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”. Dalam hal
pelaku usaha segan atau tidak mau untuk melakukan pembuktian tersebut maka terbuka
kemungkinan bagi kejaksaan untuk membuktikan hal tersebut.14
Apabila dapat dibuktikan bahwa kecacatan yang terdapat dalam beras bantuan yang
telah disalurkan diakibatkan karena kelalaian pihak penerima bantuan atau kecacatan tersebut
timbul dikemudian hari setelah beras diserahkan oleh Perum BULOG dan beras telah diterima
oleh masyarakat, maka Perum BULOG selaku penyalur dapat terbebas dari beban tanggung
jawab ganti rugi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 UUPK.
III. KESIMPULAN
Pemerintah menjamin masyarakat yang menerima bantuan sosial selama pandemic
COVID-19 dilindungi oleh Undang-Undang, masyarakat dapat melakukan klaim atas hakhaknya sebagai konsumen apabila beras bantuan yang diterima tidak sesuai dengan yang telah
disepakati antara pemerintah dengan Perum BULOG baik kualitas maupun kuantitasnya.
Perum BULOG sebagai penyalur dalam hal ini bertindak sebagai pelaku usaha telah
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, hal 136
Ibid., hal. 249
14 Ibid, hal. 252
12
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melakukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas beras yang disalurkannya melalui sejumlah
tahapan quality control sebelum beras tersebut disalurkan ke masyarakat, namun begitu Perum
BULOG juga tetap wajib untuk bertanggung jawab atas beras yang telah disalurkannya kepada
masyarakat dan wajib untuk melakukan penggantian kerugian apabila memang ditemukan
adanya ketidaksesuaian kuantitas dan/atau kualitasnya, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku
apabila Perum BULOG dapat membuktikan sebaliknya bahwa ketidaksesuaian tersebut bukan
akibat kesalahannya melainkan akibat kesalahan dari pihak yang menerima beras bantuan
tersebut.
Masyarakat harus lebih teliti terkait kualitas pada saat menerima beras bantuan sosial
dari pemerintah, apabila yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah dan tidak
layak konsumsi maka masyarakat berhak menuntut haknya sebagai konsumen kepada pihak
penyalur yaitu dalam hal ini Perum BULOG. Perum BULOG sebagai penyalur harus lebih
memastikan lagi terhadap kualitas beras bantuan yang disalurkannya. Pemerintah melalui
Kementrian Sosial sebagai pihak yang membeli beras tersebut juga harus lebih tegas dalam
menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam proses penyaluran beras bantuan sosial
tersebut agar masyarakat yang menerima bantuan tidak merasa kecewa dan/atau dirugikan.
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